Petunjuk teknis pendidikan kecakapan hidup (PKH) bagi pemuda usia produktif (dampak moratorium TKI ke luar negeri) by Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
  
 
 
 
  
 i 
 
Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif  
(Antisipasi Moratorium TKI) – APBNP 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ii Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif  
(Antisipasi Moratorium TKI) – APBNP 2011 
 
  
 
  
 
iii 
Pen
didi
kan 
Kec
 
 
 
 
 
  
 SAMBUTAN 
ii 
  iv Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif  
(Antisipasi Moratorium TKI) – APBNP 2011 
 
 
 
 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta kerja keras tim penyusun 
telah berhasil menyusun petunjuk teknis Program Pendidikan Kecakapan 
Hidup bagi Pemuda Usia Produktif (Antisipasi Moratorium TKI ke Luar 
Negeri). Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, 
sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan. 
Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosial 
Program Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI ke Luar Negeri) ini berisi 5 hal yakni; 1) 
Penjelasan teknis program, 2) Dukungan dari Direktorat Pembinaan 
Kursus dan pelatihan, 3) Tata cara pengajuan dana bantuan sosial, 4) 
akuntabilitas penyelenggaraan, dan 5) indikator keberhasilan. Dengan 
demikian, para calon  penyelenggara program dan pihak-pihak yang 
terkait dalam pelaksanaan program ini diharapkan dapat memahami 
sistem dan mekanisme pelaksanaan dan konsekuensinya. 
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan 
kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, 
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan 
efektif  terhadap penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan Hidup 
bagi Pemuda Usia Produktif (Antisipasi Moratorium TKI ke Luar Negeri) 
ini. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam 
penyelenggaraan program agar dapat memberikan dukungan untuk agar 
pelaksanaan program memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat 
penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. 
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. 
Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami 
harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk 
teknis tersebut untuk perbaikan program di masa mendatang. Amien. 
 
Jakarta,   Agustus 2011 
Direktur,  
 
 
 
Dr. Wartanto 
NIP.19631009 198901 1 001 
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PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP  
BAGI PEMUDA USIA PRODUKTIF 
(DAMPAK MORATORIUM TKI KE LUAR NEGERI) 
ANGGARAN APBNP 2011 
 
 
A. Latar Belakang 
Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan 
masalah besar bagi bangsa Indonesia yang membutuhkan perhatian 
serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 
2011, Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) tercatat sebanyak 8,12 juta 
(6,8%) dari total angkatan kerja sekitar 119,40 juta orang. Sedangkan 
jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta 
orang (13,33%) dari total penduduk. 
Faktor dominan terjadinya pengangguran diantaranya adalah 
tidak seimbangnya antara supply and demand, atau jumlah pencari 
kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di 
dalam negeri dan masih belum dimanfaatkannya peluang usaha yang 
bersumber dari potensi kearifan lokal. Kondisi tersebut 
mengakibatkan  banyak masyarakat yang mencari pekerjaan atau 
ingin bekerja ke luar negeri. 
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri per November 
2010 jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai 
3.294.565 orang. Sebanyak 1,4 juta orang bekerja di Malaysia, 
641.000 orang  bekerja di Arab Saudi dan 379.000 orang bekerja di 
Negara-negara Timur Tengah non Arab Saudi. Dari data tersebut 
terdapat 4.532 kasus yang dialami TKI di luar negeri dan sebanyak 
2.716 atau 60% telah berhasil diselesaikan.  
Berdasarkan data Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia mengirim sekitar 
400.000 TKI pekerja rumah tangga ke seluruh negara setiap tahun. 
Dari total TKI pekerja/penata-laksana rumah tangga (TKI PLRT) 
tersebut, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang di antaranya dikirim ke 
Arab Saudi setiap bulannya.  Permasalahan yang muncul terkait 
dengan TKI PLRT diantaranya: a) Kontrak kerja yang tidak jelas, b) 
Kompetensi TKI PLRT yang tidak sesuai dengan kebutuhan majikan, c) 
Kemampuan bahasa asing terbatas, d) kurang memperoleh 
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perlindungan hukum di negara tempat bekerja, dan e) terbatasnya 
pengetahuan sosial-budaya dan hukum di negara tempat bekerja. 
Akibatnya sebagian TKI PLRT memperoleh perlakuan yang tidak 
manusiawi di negara tempat bekerja. 
Dengan terbitnya kebijakan pemerintah tentang moratorium 
(penghentian sementara) pengiriman TKI PLRT ke negara-negara 
tertentu pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan melarang semua calon 
TKI PLRT ke negara-negara yang dianggap belum memberikan 
perlindungan dan perlakuan sebagaimana mestinya terhadap TKI 
PLRT. Berkenaan dengan hal tersebut maka banyak calon TKI PLRT 
dan pemuda usia produktif  yang berminat bekerja ke luar negeri  
menjadi terhambat, akibatnya banyak para pemuda menjadi 
pengangguran.  
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2011 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mengembangkan 
program Pendidikan Kecakapan Hidup bagi para pemuda usia 
produktif dalam rangka dampak kebijakan moratorium dan 
pengentasan pengangguran. 
 
B. Pengertian   
Pendidikan Kecakapan Hidup bagi pemuda usia produktif yang 
sudah terdaftar sebagai calon TKI atau yang berminat bekerja ke luar 
negeri yang terkena dampak moratorium TKI untuk mendapatkan 
program pendidikan keterampilan dalam bentuk kursus dan 
pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, 
diantaranya; Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), Balai Latihan Kerja (BLK), pusat-pusat 
pelatihan, politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Unit 
Pelaksana Teknis (UPT/UPTD), Pondok Pesantren, yayasan, dan 
sejenisnya. 
  
C. Tujuan  
PKH- bagi pemuda usia produktif dalam rangka dampak 
moratorium TKI bertujuan untuk: 
1. Memberikan layanan pendidikan keterampilan agar memiliki 
pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk bekerja dan usaha 
mandiri di dalam negeri; 
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2. Mengurangi pengangguran dan sekaligus mendorong masyarakat 
agar memanfaatkan potensi lokal sebagai mata pencaharian dan 
menekan jumlah TKI sektor informal; 
 
D. Hasil yang Diharapkan  
Hasil yang diharapkan dari program ini adalah : 
1. Peserta program memiliki pengetahuan dan keterampilan 
sesuai dengan jenis keterampilan yang dibelajarkan, sehingga 
dapat digunakan sebagai bekal belajar maupun usaha mandiri 
2. Berkurangnya jumlah penganggur penduduk usia produktif 
serta munculnya wirausaha – wirausaha baru yang tidak harus 
bekerja di luar negeri. 
 
E. Dasar Hukum   
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2011. 
 
F. Lembaga Penyelenggara   
Lembaga penyelenggara program PKH bagi pemuda dalam 
rangka dampak moratorium TKI adalah lembaga pendidikan, yaitu: 
1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ber-NILEK Online 
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ber NILEM Online 
3. Pusat Pelatihan Kerja 
4. UPTD BPKB/SKB  
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
6. Politeknik (Poltek) 
7. Balai Latihan Kerja (BLK) 
8. Pondok Pesantren 
9. Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan 
10. Sejenisnya 
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G. Peserta Didik  
Peserta didik Program PKH- bagi pemuda usia produktif dalam 
rangka dampak moratorium TKI adalah: 
1. Usia produktif (18-40 tahun) 
2. Pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD)/sederajat 
3. Prioritas:  
a. Terdaftar sebagai calon TKI di PJTKI yang tidak jadi berangkat 
ke luar negeri karena kebijakan moratorium, atau  
b. Memiliki minat bekerja di luar negeri tetapi terkendala oleh 
kebijakan moratorium. 
 
H. Pendidik  
Pendidik Program PKH bagi pemuda usia produktif dalam rangka 
dampak moratorium TKI adalah: 
1. Memiliki keahlian dan berkompeten sesuai dengan bidang yang 
diajarkannya.   
2. Mampu melakukan proses pembelajaran dan pembimbingan.  
3. Mampu mengajarkan keterampilan produksi barang atau jasa 
serta melakukan pendampingan dalam bekerja maupun 
berwirausaha bagi peserta didik. 
 
I. Jenis Keterampilan/Vokasi   
Jenis keterampilan yang layak dengan prospek yang jelas untuk 
program PKH bagi pemuda usia produktif dalam rangka dampak 
moratorium TKI di antaranya memenuhi kriteria sebagai berikut: 
1. Sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran (para pemuda usia 
produktif); 
2. Memiliki prospek untuk dijadikan mata pencaharian (bekerja pada 
orang lain atau usaha mandiri); 
3. Didukung oleh potensi kearifan lokal dan/atau lapangan kerja 
yang tersedia; 
 
 
J. Pendekatan Pelaksanaan Program PKH 
Program PKH bagi pemuda usia produktif dalam rangka dampak 
moratorium TKI diselenggarakan dengan menggunakan strategi 4 in 
1, yaitu: 1) Analisis peluang kerja atau usaha, 2) pendidikan dan 
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pelatihan berbasis kompetensi, 3) penilaian hasil belajar atau uji 
kompetensi, dan 4) penempatan kerja atau pengembangan usaha 
mandiri.  
 
Pendekatan ”4 in 1” 
1. Analisis Peluang/Kebutuhan 
Jenis keterampilan yang dilaksanakan harus berdasarkan atas 
hasil penilaian kebutuhan pelatihan (sesuai job order dan 
usaha mandiri),  dengan melakukan cara, yakni: 
a. Mencari informasi tentang peluang usaha/kerja yang ada 
sesuai dengan jenis keterampilan yang akan dilatihkan, 
misalnya menjadi pekerja perusahaan/industri, salon, 
menjahit, hantaran, tata boga, dan lain-lain. 
b. Mencari dan mengembangkan usaha baru dengan 
memberdayakan potensi sumber daya sekitar.  
Apabila hasil analisis ini dianggap berpeluang besar jelas 
keterampilannya, dan jelas tindak lanjutnya (berusaha atau 
bekerja), maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan 
menjadi program PKH bagi pemuda usia produktif dalam 
rangka dampak moratorium TKI. 
 
2. Program Kursus dan Pelatihan 
Program Kursus dan Pelatihan dilaksanakan harus berbasis 
kompetensi (Competency Based Training) serta  
menggunakan kurikulum dan bahan ajar berbasis kompetensi 
yang mencakup; kompetensi personal, kompetensi sosial, 
kompetensi akademik, dan kompetensi profesional/ 
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vocational. Pelaksanaan pembelajaran program PKH bagi 
pemuda usia produktif dalam rangka dampak moratorium TKI 
minimal 120 jam @ 45 menit. 
 
3. Sertifikasi/Uji Kompetensi 
Untuk membuktikan peserta didik telah memiliki /menguasai 
kompetensi yang dipersyaratkan oleh dunia usaha/industri 
(DUDI), maka setiap lembaga harus melaksanakan uji 
kompetensi kepada setiap lulusan. Uji kompetensi yang 
dilakukan oleh penyelenggara, atau Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi (LSK) sesuai dengan Permendiknas Nomor 70 
Tahun 2008. Apabila jenis keterampilannya belum ada LSK 
penyelenggara uji kompetensi, maka dapat dilakukan oleh 
DUDI atau oleh lembaga penyelenggara program. 
 
4. Penempatan Kerja  
a. Peserta didik disalurkan ke unit-unit produksi yang ada 
sesuai dengan keterampilan yang diajarkan. 
b. Peserta didik dibimbing sebagai wirausaha dengan 
keterampilan yang diajarkan untuk produksi atau jasa yang 
sesuai kebutuhan pasar atau potensi daerah setempat. 
Pendekatan dan metode pembelajaran tersebut di atas 
diserahkan sepenuhnya kepada lembaga penyelenggara. 
 
K. Kurikulum dan Bahan Ajar 
Kurikulum dan Bahan Ajar program PKH bagi pemuda usia 
produktif dalam rangka dampak moratorium TKI minimal meliputi: 
1. Kompetensi personal;  
a. Berperilaku sesuai dgn norma agama, hukum, sosial dan 
budaya nasional; 
b. Beriman & bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, bersikap adil, dan jujur; 
c. Berkepribadian terpuji; 
d. Memiliki etos kerja, tanggungjawab, dan percaya diri. 
 
2. Kompetensi sosial;  
a. Bersikap terbuka, obyektif, dan tidak diskriminatif 
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 
teman sejawat, pendidik/instruktur, dan masyarakat sekitar 
c. Beradaptasi dengan kondisi sosial di lingkungan sekitar 
 
3. Kompetensi akademik;  
a. Kemampuan beranalisis sederhana, berfikir dengan logika, 
kemampuan pengetahuan dasar, kemampuan mengambil 
keputusan 
b. Menggali ide-ide, kemauan untuk mencoba, melakukan uji 
coba dibidangnya secara ilmiah. 
 
4. Kompetensi profesional/vocational; kemampuan memiliki 
keterampilan mata pencaharian yang mencakup: pemilihan bahan 
dan alat, pelayanan jasa dan produksi, pemasaran, manajemen 
usaha, serta pengelolaan keuangan. 
Kurikulum dan materi pembelajaran disesuaikan dengan bidang 
keterampilan yang dikembangkan berdasarkan hasil analisis 
lowongan kerja dan peluang usaha yang telah dilakukan oleh 
lembaga penyelenggara.  
 
L. Sarana dan Prasarana Belajar 
Sarana dan prasarana yang digunakan minimal memenuhi 
persyaratan teknis yang diperlukan dalam proses pembelajaran, 
yaitu: 
1. Ruang belajar teori dengan kapasitas sesuai jumlah peserta didik 
yang diusulkan; 
2. Ruang belajar praktik dengan kapasitas sesuai jumlah peserta 
didik yang diusulkan; 
3. Bahan dan peralatan praktik, jumlah dan jenisnya sesuai 
keterampilan yang diusulkan; 
 
M. Strategi Pembelajaran  
Strategi pembelajaran program PKH bagi pemuda usia produktif 
dalam rangka dampak moratorium TKI dilakukan sebagai berikut: 
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1. Metode 
Pembelajaran meliputi teori dan praktik. Metode pembelajaran 
yang digunakan dapat berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, 
dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan. Perbandingan 
persentase pembelajaran praktik dengan teori minimal 70 : 30. 
 
 
2. Proses Pembelajaran 
Proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan alternatif pola 
pembelajaran sebagai berikut: 
 
a. Pola 1 
 
 
 
 
 
 
b. Pola 2 
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c. Pola 3 
 
 
 
 
N. Biaya 
Biaya PKH bagi pemuda usia produktif dalam rangka dampak 
moratorium TKI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Perubahan (APBNP) tahun 2011, melalui Satuan Kerja 
(Satker) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, 
Kementerian Pendidikan Nasional.  
 
O. Evaluasi Hasil Belajar 
Lembaga penyelenggara wajib melakukan evaluasi hasil belajar 
peserta didik melalui: 
1. Ujian lokal, yaitu uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga 
penyelenggara bekerja sama dengan pihak lain yang kompeten 
(misalnya: DUDI/user), untuk bidang keterampilan yang belum 
ada Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK); atau 
2. Uji Kompetensi di Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk bidang 
keterampilan yang sudah ada LSK. 
 
P. Jaringan Kemitraan 
Lembaga wajib mengembangkan jaringan dalam rangka: 
1. Proses pembelajaran, seperti: pengadaan instruktur dan 
narasumber eksternal, pemanfaatan sarana praktik di DUDI, dan 
tempat magang; 
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2. Penempatan kerja, seperti: kerja sama dengan DUDI untuk 
mendapatkan job order dan perluasan informasi bursa kerja. 
3. Pemandirian, seperti perluasan kerja sama dalam perintisan 
usaha, perluasan jaringan pemasaran dan  permodalan, serta 
pemanfaatan teknologi. 
 
Q. Tindak Lanjut 
Lembaga penyelenggara memiliki kewajiban melakukan 
penempatan lulusan untuk bekerja di DUDI atau merintis usaha 
mandiri, dan melakukan pendampingan terhadap lulusan baik yang 
bekerja, usaha mandiri, maupun yang belum tersalurkan. 
Pendampingan lulusan dapat dilakukan melalui: 
1. Bagi lulusan yang bekerja: 
a. Memberi jasa konsultasi untuk mengatasi masalah-masalah 
dalam pekerjaan; 
b. Menyediakan kesempatan meningkatkan kompetensi sesuai 
kebutuhan kerja lulusan; 
2. Bagi lulusan yang usaha mandiri: 
a. Pendampingan manajemen;  
b. Pendampingan dalam perluasan pemasaran; 
c. Membantu perluasan jaringan permodalan;  
d. Membantu dalam penerapan teknologi. 
3. Bagi lulusan belum tersalurkan 
a. Peningkatan kompetensi; 
b. Memberikan informasi lowongan kerja; 
c. Membantu pengembangan rintisan usaha mandiri. 
 
 
 
 
  
  
 
11 
Pen
didi
kan 
Kec
 
 
DANA BANTUAN YANG DISEDIAKAN OLEH  
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
DITJEN PAUDNI 
 
 
Dukungan dana yang disediakan oleh Satuan Kerja Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjen PAUDNI melalui dana APBNP 
2011 untuk program PKH bagi pemuda usia produktif dalam rangka 
dampak moratorium TKI sebesar Rp. 21.249.200.000,- yang digunakan 
untuk: 
1. Dana bantuan sosial untuk 7.692 peserta didik @ Rp 2.600.000,- 
per peserta didik atau sebesar Rp. 19.999.200.000,-; 
2. Koordinasi, sosialisasi, orientasi, dan monitoring-evaluasi sebesar 
Rp. 1.250.000.000,-. 
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PERSYARATAN DAN 
TATA CARA UNTUK MEMPEROLEH  
DANA BANTUAN SOSIAL  (BLOCKGRANT) 
 
A. Lokasi penyelenggaraan program PKH-Pemuda Produktif 
(dampak Moratorium TKI) 
Daerah yang menjadi sasaran program PKH-Pemuda Produktif 
(dampak Moratorium TKI) adalah daerah yang selama ini menjadi 
pengirim terbesar TKI ke luar negeri yakni : 
DAFTAR KABUPATEN/KOTA 
SASARAN PROGRAM PKH DAMPAK MORATORIUM TKI 
NO.  PROVINSI KABUPATEN/KOTA  
 I.   BANTEN  1. Kab. Lebak  
 
 2. Kab. Serang  
 
 3. Kab. Pandeglang  
II.   JAWA BARAT  4. Kab. Indramayu  
 
 5. Kab. Cianjur  
 
 6. Kab. Cirebon  
 
 7. Kab. Sukabumi  
 
 8. Kab. Subang  
 
 9. Kab. Kuningan  
 
 10. Kota Bandung  
III.   JAWA TENGAH  11. Kab. Brebes  
 
 12. Kab. Cilacap  
 
 13. Kab. Kebumen  
 
 14. Kab. Demak  
 
 15. Kab. Banyumas  
 
 16. Kab. Sragen  
IV.   D.I. YOGYAKARTA  17. Kab. Bantul  
 
 18. Kab. Kulonprogo  
 
 19. Kab. Gunungkidul  
V.   JAWA TIMUR  20. Kab. Ponorogo  
 
 21. Kab. Malang  
 
 22. Kab. Kediri  
 23. Kab. Banyuwangi  
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NO.  PROVINSI KABUPATEN/KOTA  
 
 24. Kab. Jember  
 
 25. Kab. Trenggalek  
 
 26. Kab. Tulungagung  
 
 27. Kab. Ngawi  
 28. Kab. Pacitan  
 
 29. Kab. Lumajang  
 
 30. Kab. Magetan  
 
 31. Kab. Nganjuk  
 VI.   NUSA TENGGARA BARAT  32. Kab. Lombok Timur  
 
 33. Kab. Lombok Tengah  
 
 34. Kab. Lombak Barat  
 
 35. Kab. Sumbawa  
 
 36. Kab. Bima  
 
 37. Kab. Dompu  
VII.  NUSA TENGGARA TIMUR  38. Kab. Belu  
 
 39. Kab. Kupang  
VIII.   KALIMANTAN BARAT  40. Kab. Pontianak  
 IX.  KALIMANTAN TIMUR 41. Kab. Nunukan  
 
B. Lembaga Penyelenggara dan Persyaratan 
1. Lembaga Penyelenggara 
Lembaga penyelenggara program PKH-Pemuda usia produktif 
(antisipasi moratorium TKI)  harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 
a. Memiliki ijin operasional 
b. Memiliki NILEK online bagi LKP dan NILEM online bagi 
PKBM 
c. Memiliki pendidik yang berkompeten sesuai dengan 
bidang keterampilan yang diusulkan  (sertifikat terlampir) 
d. Memiliki sarana dan prasarana teori dan praktek sesuai 
bidang keterampilan yang di usulkan (rincian sarana 
terlampir) 
e. Memiliki program pembelajaran sesuai dengan bidang 
keterampilan yang diusulkan (rencana program 
pembelajaran dan kurikulum terlampir) 
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f. Memiliki rencana tindaklanjut (penempatan dan 
pendampingan lulusan setelah dilatih) 
g. Memiliki rekomendasi dari dinas/instansi yang relevan 
h. Memiliki rekening dan NPWP atas nama lembaga dan 
masih aktif 
i. Bagi lembaga yang sudah mendapatkan bansos untuk 
kursus dan pelatihan tahun 2011 dapat mengajukan 
bantuan ini apabila: a). bansos tersebut sudah 
dilaksanakan dan menyampaikan laporan, b). dinilai oleh 
Dinas Pendidikan setempat mampu melaksanakan 
program PKH untuk moratorium TKI ini yang dituangkan 
dalam bentuk rekomendasi. 
 
Lembaga tersebut diantaranya : Lembaga Kursus dan Pelatihan 
(LKP) ber-NILEK Online, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 
(PKBM) ber NILEM Online, Pusat Pelatihan Kerja, UPTD 
BPKB/SKB, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Politeknik 
(Poltek), Balai Latihan Kerja (BLK), Pondok Pesantren, Yayasan 
yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan Sejenisnya 
 
C. Peserta Didik 
1. Kriteria peserta didik  
Kriteria Peserta Didik Program PKH-Moratorium TKI yang 
layak diusulkan untuk memperoleh dana bantuan sosial 
adalah : 
4. Usia produktif (18-40 tahun) 
5. Pendidikan minimal Sekolah Dasar atau sederajat 
6. Prioritas:  
c. Terdaftar sebagai calon TKI di PJTKI yang tidak jadi 
berangkat ke luar negeri karena kebijakan 
moratorium, atau  
d. Memiliki minat  bekerja di luar negeri tetapi 
terkendala oleh kebijakan moratorium. 
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2. Rekrutmen Peserta Didik 
a. Rekrutmen dan seleksi peserta didik dilakukan oleh lembaga 
penyelenggara pengusul dana bantuan sosial. 
b. Rekrutmen dan seleksi dapat dilakukan melalui kerjasama 
dengan mitra kerja lembaga/PJTKI atau petugas 
desa/kelurahan setempat. 
 
D. Penyusunan Proposal    
1. Setiap lembaga yang akan menyelenggarakan program PKH-
Pemuda usia produktif (antisipasi moratorium TKI) wajib 
menyusun dan menyampaikan proposal kepada Direktorat 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI menggunakan 
format terlampir. 
2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga 
calon penyelenggara PKH- Pemuda usia produktif (antisipasi 
moratorium TKI), dilengkapi dengan dokumen-dokumen 
pendukung sesuai format terlampir. 
 
E. Mekanisme Pengajuan Proposal 
Lembaga calon penyelenggara program PKH-Pemuda usia produktif 
(antisipasi moratorium TKI) dapat mengajukan proposal kepada: 
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal 
PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional. Proposal dialamatkan 
kepada: 
 
 
 
 
 
 
   
F. Waktu Pengajuan Proposal  
Proposal program PKH-Pemuda usia produktif (antisipasi 
moratorium TKI) harus sudah di terima oleh Direktorat Pembinaan 
Kursus dan Pelatihan paling lambat tanggal 30 September 2011. 
 
 
 
 DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL 
KEMENTERIAN PENDIDIDKAN NASIONAL 
Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional  
Gd. E Lt. 6 Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat. 
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G. Tim Penilai 
Tim penilai proposal terdiri atas: 
1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan, dan 
bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional. 
2. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang 
sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim 
sekretariat. 
3. Tim Penilai terdiri dari unsur: 
1) Akademisi 
2) Praktisi 
3) Organisasi Mitra/Asosiasi profesi 
4) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
4. Tim penilai bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan 
melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan Kursus 
dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional. 
5. Tim Penilai bertugas: 1) melakukan penilaian kelayakan jenis 
keterampilan yang diajukan oleh lembaga pengusul, 2) meneliti 
kelengkapan dokumen proposal yang diusulkan. 
 
 
H. Mekanisme Penilaian Proposal  
Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu : 
1. Tahap Pertama, seleksi jenis keterampilan dan administrasi 
Seleksi tingkat kelayakan jenis keterampilan yang akan 
diselenggarakan, diikuti dengan verifikasi administrasi calon 
lembaga penyelenggara, diantaranya; 
a. Fotocopy ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas 
Pendidikan setempat atau dinas lain yang berwenang. 
b. Print out Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) online bagi 
LKP atau Print out Nomor Induk Lembaga (NILEM) bagi 
PKBM. 
c. Fotocopy rekening bank atas nama lembaga (bukan rekening 
pribadi), disertai dengan surat keterangan dari bank 
bersangkutan yang menyatakan bahwa rekening tersebut 
masih aktif. 
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d. Fotocopy NPWP atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi).  
alamat yang tercantum dalam rekening dan NPWP harus 
sama dengan alamat lembaga. 
e. Surat rekomendasi asli dari instansi pemerintah yang relevan 
di tingkat Kab/Kota. 
 
2. Tahap Kedua, penilaian substansi meliputi:   
Menelaah relevansi kelayakan jenis keterampilan yang akan 
diselenggarakan dengan: 
a. Daftar dan Kriteria peserta didik. 
b. Kualifikasi dan kompetensi pendidik.  
c. Kelengkapan Sarana prasarana. 
d. Gambaran pelaksanaan program.  
e. Evaluasi hasil belajar. 
f. Tindak lanjut program. 
g. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
 
I. Penetapan Lembaga Penyelenggara  
1. Tim penilai akan merekomendasikan kepada Direktur 
Pembinaan Kursus dan Pelatihan apabila: 
a. Program keterampilan yang diusulkan dinilai layak 
b. Lolos penilaian teknis/substansi,  
c. Lolos penilaian administrasi; 
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan akan menetapkan 
lembaga penyelenggara program PKH-Pemuda usia produktif 
(antisipasi moratorium TKI) setelah memperoleh rekomendasi 
dari tim penilai berdasarkan hasil penilaian. 
Bagi lembaga yang ditetapkan memperoleh dana blockgrant akan 
dipublikasikan melalui website www.infokursus.net atau 
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus.  
 
J. Penyaluran Dana  
1. Besar Dana 
Besaran dana yang disediakan oleh pemerintah sebesar Rp. 
2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap 
peserta didik. 
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2. Pemanfatan Dana 
Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk membiayai 
program PKH-Pemuda usia produktif (antisipasi moratorium TKI) 
meliputi: 
a. Biaya pembelajaran sesui dengan jenis keterampilan 
(terlampir) 
b.  Biaya bantuan pengadaan peralatan pemandirian peserta 
didik sesuai dengan jenis keterampilan (terlampir). Dengan 
peralatan ini maka setelah selesai mengikuti program PKH-
Pemuda usia produktif (antisipasi moratorium TKI) diharapkan 
dapat digunakan untuk usaha mandiri. 
c. Bantuan biaya transpot peserta didik  
3. Penyaluran 
Mekanisme penyaluran dana bantuan sosial PKH-Pemuda usia 
produktif (antisipasi moratorium TKI) dilakukan sebagai berikut: 
a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama 
ditandatangani, selanjutnya diajukan ke Kantor  
Perbendaharaan Negara (KPN) untuk proses pencairan dana 
block grant.  
b. KPN akan menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga 
penyelenggara program PKH-Pemuda usia produktif 
(antisipasi moratorium TKI). 
c. Setelah dana diterima, lembaga penerima harus 
menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana telah 
diterima di rekening lembaganya paling lambat 5 (lima) hari 
kerja. 
d. Lembaga penerima dana PKH-Pemuda usia produktif 
(antisipasi moratorium TKI) yang bersangkutan wajib 
melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah 
disetujui paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana 
diterima. 
e. Lembaga penerima dana bantuan sosial wajib membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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K. Pelaporan 
Penyelenggara program PKH-Pemuda usia produktif (antisipasi 
moratorium TKI) harus melaporkan penyelenggaraan program 
kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1. Menyampaikan surat pemberitahuan bahwa dana 
penyelenggaraan telah diterima dalam rekening lembaga 
penyelenggara dan jadwal rencana pelaksanaan pembelajaran 
(format terlampir). 
2. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran yang berisi teknis penyelenggaraan program 
pembelajaran  dan laporan pertanggungjawaban keuangan 
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran (format 
terlampir), dibuat 3 (tiga) rangkap, satu rangkap dikirimkan 
kepada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan satu 
rangkap dikirimkan kepada instansi pemberi rekomendasi dan 
Laporan asli disimpan oleh lembaga penyelenggara sebagai 
bahan pertanggungjawaban audit/pemeriksaan. 
3. Penyampaian laporan pelaksanaan bantuan tersebut  paling 
lambat 1 (satu) minggu setelah program selesai dilaksanakan.  
Apabila pada akhir tahun 2011 program pembelajaran masih 
berlangsung, maka harus di buat laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan laporan 
pertanggungjawaban keuangan paling lambat tanggal 30 
Desember 2011. 
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AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM 
BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT) 
 
 Dalam mendukung tata kelola proses pelaksanaan program dan 
pemanfaatan dana bantuan program dapat terlaksana sesuai dengan 
rambu-rambu yang ditetapkan maka penyelenggara program diwajibkan 
melengkapi: 
 
A. Pakta Integritas 
Pakta Integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan 
penggunaan dana bantuan sosial (format terlampir) 
 
B. Pernyataan Kesanggupan 
Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga 
untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah 
disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam 
petunjuk teknis pelaksanaan program (format terlampir) 
 
C. Pertanggungjawaban mutlak 
Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga 
penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah 
diterima untuk dapat dilaksanakan / diselesaikan (format terlampir). 
 
 
 
Bahwa dana yang telah diterima, pemanfaatanya menjadi 
tanggung jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan 
apabila terjadi penyelewengan, dan sebagainya adalah 
menjadi tanggung jawab penerima dana 
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INDIKATOR KEBERHASILAN 
DAN PENGENDALIAN MUTU 
 
A. Indikator Keberhasilan  
Indikator keberhasilan program PKH Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI) sebagai berikut: 
1. Adanya data peserta didik Program PKH Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI) sesuai kriteria dan dana yang diterima 
yang dibuktikan dengan hasil belajar; 
2. Bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 
3. Minimal 95% peserta didik  menyelesaikan program pelatihan 
dengan tuntas 
4. Semua penyelenggara program PKH Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI) dapat menyelesaikan program dan 
menyampaikan laporan tepat waktu. 
 
B. Pengendalian Mutu     
Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan Program PKH Pemuda Usia 
Produktif (Antisipasi Moratorium TKI) dilakukan oleh: 
1. Unsur Internal: 
a. Inspektorat Jenderal Kemdiknas  
b. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
c. Dinas Pendidikan Provinsi 
d. Dinas Pendidikan Kab/Kota 
2. Unsur Eksternal: 
a. BPKP/BPK 
b. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen  PAUDNI 
 
Aspek pengendalian mutu meliputi: 
1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu: 
a. Manajemen lembaga penyelenggara 
b. Pengelolaan dana oleh lembaga penyelenggara 
c. Mutu layanan Pelatihan Program PKH Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI). 
d. Sertifikasi lulusan (jika diperlukan) 
e. Pendampingan rintisan usaha bagi lulusan Program PKH 
Pemuda Usia Produktif (Antisipasi Moratorium TKI). 
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2. Laporan, yang meliputi:  
a. Laporan Teknis, yang berisi minimal 
1) Proses pelaksanaan  
2) Tingkat keberhasilan program 
3) Masalah dan kendala yang dihadapi 
4) Upaya penanggulangan permasalahan 
5) Tindak lanjut terhadap lulusan 
6) Daftar nama lulusan yang bekerja dan merintis usaha 
b. Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan sosial 
c. Tanda bukti pengeluaran anggaran 
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PENUTUP 
 
 
Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan 
bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, 
mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi 
penyelenggaraan program PKH Pemuda Usia Produktif (Antisipasi 
Moratorium TKI). 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon semua pihak yang 
berkepentingan dengan program PKH Pemuda Usia Produktif (Antisipasi 
Moratorium TKI) dapat memberikan bantuan dalam bentuk dukungan 
sosialisasi, pemberian data sasaran, rekruitmen peserta didik, bantuan 
dukungan pembelajaran, penempatan dan pembinaan lulusan agar 
program ini tepat waktu, sasaran dan hasil yang diharapkan. 
Kami mengingatkan kembali kepada semua lembaga pendidikan yang 
akan mengakses dana penyelenggaraan program ini, agar ”jangan tergiur 
oleh berbagai rayuan dengan berbagai macam cara untuk memperoleh 
dana bansos oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang 
ujung-ujungnya minta uang” karena kami menyalurkan dana sesuai 
dengan pedoman dan petunjuk teknis secara profesional dan 
transparan. 
Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dalam petunjuk Teknis ini, 
dapat menghubungi Tim Teknis pada Direktorat Pembinaan Kursus dan 
Pelatihan dengan nomor telepon /fax nomor: (021) 57854236 atau 
Website : www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus. 
email: ditbinsus@yahoo.co.id atau ditbinsuslat@kemdiknas.go.id. 
Nomor telepon, alamat website dan email dapat pula dipergunakan 
untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat, apabila terjadi 
penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan Program PKH 
Pemuda Usia Produktif (Antisipasi Moratorium TKI). 
 
 
 
 
  
  26 Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif  
(Antisipasi Moratorium TKI) – APBNP 2011 
 
 
 
  
  
 
27 
Pen
didi
kan 
Kec
 
 
 
 
 
 
  
  28 Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Usia Produktif  
(Antisipasi Moratorium TKI) – APBNP 2011 
 
Lampiran 1 
 
 
PROPOSAL (WARNA COVER KUNING) 
 
PENGAJUAN DANA BANTUAN SOSIAL 
PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BAGI PEMUDA PRODUKTIF 
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENIS KETERAMPILAN ………………………… 
DIUSULKAN KEPADA: 
 
DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN  
 
Nama dan Alamat Lembaga Pengusul 
(tulis dengan lengkap) 
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A. IDENTITAS LEMBAGA 
 
1.  Nama Lembaga  
2.  NILEM (PKBM) / NILEK (LKP)  
3.  Nama Pimpinan Lembaga  
4.  
Alamat lengkap lembaga 
 
 
Jalan  
Kabupaten / Kota  
Provinsi  
5.  No. Telepon/HP  
6.  Faksimile  
7.  Email  
 
B. DOKUMEN ADMINISTRASI (DILAMPIRKAN) 
NO. PERSYARATAN KELENGKAPAN 
1.  Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan 
atau instansi relevan 
□  Ada                  □  Tidak ada  
 
No:………………………………………………... 
Berlaku Hingga :………………..…..- 20 ...…… 
2.  NPWP  
(atas nama lembaga) 
□  Ada                  □  Tidak ada  
3.  Rekening bank  
(atas nama lembaga) □  Ada                  □  Tidak ada  
4.  Keterangan Rekening Aktif □  Ada                  □  Tidak ada 
5.  Rekomendasi □  Ada                  □  Tidak ada  
Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy dan dokumen 
nomor 5 harus dilampirkan aslinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isi Proposal 
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C. KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGUSUL 
NO
. 
DATA PENDUKUNG URAIAN 
1. DATA KEPENDUDUKAN 
a.  Jumlah Tenaga Kerja 
Produktif 
1. Kabupaten/kota …………… jiwa 
2. Kecamatan dimana lembaga saudara 
berada  ……  Jiwa 
 
b.  Persentase potensi 
tenaga kerja produktif  
sebagai calon TKI 
 
(sebutkan sumber datanya) 
........................................................ 
1. Kabupaten/kota …………… % 
2. Kecamatan dimana lembaga saudara 
berada……  % 
 
2. KONDISI LINGKUNGAN 
a.  Potensi produksi 
unggulan daerah 
 
(barang dan/atau jasa)  
1……………………………………………………… 
2……………………………………………………….. 
3………………………………………………………… 
b.  Jenis usaha yang 
paling banyak digeluti 
oleh masyarakat 
 
3. KONDISI DUDI 
a.  Bidang industri/usaha 
yang ada di sekitar 
lembaga saudara dan 
berapa jumlahnya 
 
 
D. SUBSTANSI 
NO DATA SUBSTANSI URAIAN 
1. BIDANG KETERAMPILAN 
a.  Jenis keterampilan yang diusulkan 
program PKH Pemuda Usia 
Produktif (Antisipasi Moratorium 
TKI) 
 
 
 
 
b.  Alasan mengusulkan bidang keterampilan tersebut: 
 
1........................................................................................................... 
2........................................................................................................... 
3........................................................................................................... 
4........................................................................................................... 
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2. PESERTA DIDIK 
a.  Jumlah peserta didik yang 
diusulkan 
………………… Peserta Didik 
b.  Latar belakang pengalaman kerja  
1. ............Orang memiliki pengalaman sebagai TKI 
2. ............Orang terdaftar sebagai calon TKI 
3. ............Orang berminat menjadi TKI 
3. PENDIDIK 
a. Jumlah dan nama pendidik yang 
dimiliki oleh lembaga pengusul 
dan yang relevan dengan jenis 
keterampilan yang diusulkan 
 
b. Apa saja kompetensi yang dimiliki pendidik  
(yang sesuai dengan program yang diusulkan, dengan melampirkan sertipikat) 
1........................................................................................................... 
2.......................................................................................................... 
3............................................................................................................ 
4. SARANA DAN PRASARANA 
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki yang relevan dengan jenis keterampilan 
yang diusulkan: 
1…………………………… 
2…………………………… 
3…………………………… 
4…………………………… 
5…………………………… 
5. GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM 
a. Rencana 
pelaksanaan 
program dimulai 
Tgl ………. Bulan ………….. tahun………… 
b. Rencana program 
berakhir  
Tgl ………. Bulan ………….. tahun………… 
c. 
Materi/Kurikulum 
Kursus dan 
Pelatihan yang 
akan dibelajarkan. 
MATERI JAM 
PELAJARAN 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
5. dst 
……………jam 
……………jam 
……………jam 
……………jam 
dst 
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7. EVALUASI/UJI KOMPETENSI 
a. Rencana uji kompetensi/ evaluasi  
b. Pelaksana uji kompetensi/ 
evaluasi 
 
8. TINDAK LANJUT 
a.  Persentase rencana pencapaian 
lulusan  
1. ………….orang (….%)mandiri  
2. ………….orang (….%) bekerja  
b.  Kerjasama dengan instansi/ 
organisasi/ lembaga mitra dalam  
rangka pendampingan rintisan 
wirausaha 
 
c.  Kerjasama dengan instansi/ 
organisasi/ lembaga mitra dalam  
rangka penempatan lulusan 
 
9. DANA YANG DIUSULKAN 
a. Jumlah dana yang diusulkan 
untuk …….peserta didik 
(satuan Rp.2.600.000/Peserta Didik) 
Rp 
…………………………………………… 
 
b. Penggunaan dana 
(Lampirkan Rencana Anggaran 
Biayanya) 
a. Biaya pembelajaran sebesar 
Rp…………..  
b. Bantuan alat untuk pemandirian 
peserta didik sebesar 
Rp……………. 
c. Bantuan transport peserta didik 
sebesar Rp…………….. 
(rincian penggunaan dilampirkan dalam 
proposal) 
c. Sumber dana lain yang 
mendukung (kalau ada sebutkan) 
 
 
 
      Dibuat di …………………….... 
  pada tanggal ................... 
Penanggung jawab lembaga 
 
 
          
      ______________________ 
      Nama, tanda tangan & cap 
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Contoh Rekomendasi 
 
 
KOP SURAT DINAS  / INSTANSI ……….. 
 
 
REKOMENDASI 
Nomor: ....................... 
 
 
Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, 
dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada: 
Nama lembaga   : .................................................................... 
Alamat lembaga  : .................................................................... 
  ..................................................................... 
  Telp. ......................... Fax.......................... 
 
Untuk ikut sebagai calon penyelenggara program PKH Pemuda Usia Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI) dengan jenis keterampilan ……………………………. 
 
Kami memberanikan diri memberikan rekomendasi karena lembaga kami 
mengetahui , telah bekerjasama dengan lembaga ini dalam berbagai program 
sejenis dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat 
dipertanggung jawabkan 
 
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. 
 
 
.................., .................2011 
Tanda tangan dan cap stempel 
lembaga 
pemberi rekomendasi, 
 
 
 
Nama lengkap 
       NIP. ........................
  
 1 
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DAFTAR PESERTA DIDIK 
PROGRAM PKH-PEMUDA PRODUKTIF 
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
Nama & Alamat Lembaga : 
Jenis Keterampilan   : 
 
………………..,……….. 
Ketua Penyelenggara 
 
                        (…………………...)
N0 NAMA L/P 
PENDIDIKAN 
TERAKHIR 
UMUR ALAMAT 
PENGALAMAN KERJA 
SEBAGAI  
Pernah 
menjadi 
TKI 
Calon 
TKI di 
PJTKI 
Minat 
menjadi 
TKI 
1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         
Dst.         
 
 
  
 1 
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Lampiran 4 
 
JADWAL PEMBELAJARAN 
DAFTAR PESERTA PENDIDIK 
PROGRAM PKH-PEMUDA KREATIF 
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
 
 
Nama & Alamat Lembaga : 
N0 HARI/TGL WAKTU MATERI AJAR PENDIDIK 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6     
7     
8.     
9.     
Dst.     
 
 
……………..,……….. 
Ketua Penyelenggara 
 
                  
     
           (…………………...) 
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Contoh Surat Pernyataan 
 
(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL) 
Disampaikan pada saat akad kerjasama / MOU 
KOP LEMBAGA 
 
SURAT PERNYATAAN 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya 
Nama  : 
Tempat dan tanggal lahir  : 
Pekerjaan  : 
Jabatan dalam Lembaga  : 
Alamat Rumah  : 
Alamat lembaga  : 
 
Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga kami siap untuk menjadi 
menyelenggarakan program Pendidikan Kecakapan Hidup bagi Pemuda Produktif 
(Antisipasi Moratorium TKI) dan menggunakan dana bantuan sosial penyelenggaraan 
yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal. Apabila lembaga kami 
mendapatkan dana bantuan sosial penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan 
Hidup bagi Pemuda Produktif (Antisipasi Moratorium TKI), saya menyatakan: 
1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan 
dan peraturan yang berlaku. 
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan 
bimbingan dan petunjuk. 
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana kepada 
Direktur Pembinaan Kursus dan kelembagaan. 
 
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa 
tanggung jawab. 
…………………………….., ……… 
Yang menyatakan, 
Pimpinan Lembaga/Organisasi 
.............................................. 
    
Tanda Tangan 
Materai Rp. 6.000,-  
dan stempel lembaga 
 
 
(..................................) 
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Contoh Pakta Integritas 
Disampaikan pada saat akad kerjasama / MOU 
PAKTA INTEGRITAS 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka Penyelenggaraan 
Program Dana Bantuan Sosial pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
dengan ini menyatakan bahwa saya : 
 
1. Tidak akan melakukan praktek Kolosi Korupsi dan Nepotisme; 
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila 
mengetahui ada indikasi KKN di dalam Penyelenggaraan Program Dana 
Bantuan Sosial  ini; 
3. Dalam Penyelenggaraan Program Dana Bantuan Sosial  ini, berjanji akan 
melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti 
akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal 
untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan 
dan penyelesaian Penyelenggaraan Program Dana Bantuan Sosial  ini; 
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta 
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi 
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku. 
 
 
…………………, ............2011 
Pejabat Pembuat Komitmen    Ketua Lembaga Penerima    
  
 
 
………………………………….   ………………………………….  
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KOP SURAT 
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Disampaikan pada saat akad kerjasama / MOU 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama    : …………………………………………………………….. 
Jabatan    : …………………………………………………………….. 
Nama Institusi/Lembaga  : ................................................................................................ 
Alamat    : .............................................................................................. 
Nomor Telepon   : ............................................................................................. 
Jumlah Dana   : ................................................................................................ 
No. Rekening   : ................................................................................................. 
 
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 
1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program Dana Bantuan 
Sosial  pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menjadi tanggung jawab saya 
sepenuhnya sebagai pihak penerima dana; 
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana Penyelenggaraan 
Program Dana Bantuan Sosial  tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai 
penerima dana; 
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan 
dalam Penyelenggaraan Program Dana Bantuan Sosial  tersebut, kami bersedia 
untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara; 
4. Saya sebagai ketua lembaga penerima dana Penyelenggaraan Program Dana 
Bantuan Sosial  tersebut, sanggup dan bertanggung jawab untuk 
melaksanakan/ menyelesaikan program sesuai jumlah dana yang telah saya 
terima. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian 
hari terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan 
dimaksud. 
…………………, ............2011 
Yang menyatakan 
 
       (materai Rp. 6.000,-) 
 
      (Nama lengkap) 
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Format Pelaporan (Warna Cover Kuning) 
 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP  
BAGI PEMUDA USIA PRODUKTIF 
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
 
 
 
 
KURSUS/PELATIHAN KETERAMPILAN 
…………………………………………………. 
BAGI ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
DI SELENGGARAKAN OLEH 
………………………………………………… 
 
ALAMAT LEMBAGA: 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
………………………………………. 
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A. IDENTITAS LEMBAGA PENYELENGGARA 
1.  Nama Lembaga  
2.  NILEM (PKBM) / NILEK (LKP)  
3.  Nama Pimpinan Lembaga  
4.  
Alamat lengkap lembaga 
 
 
Jalan  
Kabupaten / Kota  
Provinsi  
5.  No. Telepon/HP  
6.  Faksimile  
7.  Email  
 
 
B. INPUT 
NO. DATA URAIAN 
1 PENGGUNAAN ANGGARAN 
a. Jumlah dana yang 
diterima 
Rp ………………………………………….. 
b. Kapan dana diterima Tanggal … bulan … tahun 2011 
c. Penggunaan dana 
(Lampirkan Rencana 
Anggaran Biayanya) 
a. Biaya pembelajaran sebesar Rp…………..  
b. Bantuan alat untuk pemandirian peserta didik 
sebesar Rp……………. 
c. Bantuan transport peserta didik sebesar 
Rp…………….. 
(rincian penggunaan dilampirkan dalam proposal) 
 
2 PENDIDIK 
a. Jumlah dan nama 
pendidik yang 
melaksanakan 
pembelajaran  
NAMA JENIS KETERAMPILAN 
YANG DIAJARKAN 
1. ………………………… 
2.  
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3 JARINGAN KERJA YANG TERLIBAT 
a. Mitra pelaksana program  
b. Peran Mitra  
 
C. PROSES PELAKSANAAN 
1 PELAKSANAAN PROGRAM 
a.  Pelaksanaan 
Program 
Mulai  
Tgl ………. Bulan ………….. tahun………… 
Berakhir 
Tgl ………. Bulan ………….. tahun………… 
b.  
Materi/Kurikulum 
Kursus dan 
Pelatihan yang 
akan dibelajarkan. 
MATERI JAM PELAJARAN 
1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ………………………………. 
4. ………………………………. 
5. dst 
……………jam 
……………jam 
……………jam 
……………jam 
dst 
c.  Komposisi Praktek 
berbanding Teori 
……..% praktik, ……….% teori 
2. EVALUASI/UJI KOMPETENSI 
a.  Evaluasi pembelajaran 1. Lokal 
2. LSK 
3. Lembaga Internasional 
3. TINDAK LANJUT 
a.  Persentase capaian lulusan  1. ………….orang (….%) berusaha mandiri  
2. ………….orang (….%) bekerja 
(daftar nama peserta didik terlampir)  
b.  Instansi/ organisasi/ lembaga mitra 
yang melakukan pendampingan 
rintisan wirausaha 
 
c.  Instansi/ organisasi/ lembaga mitra 
penerimaan lulusan 
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D. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH 
Permasalahan: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………. 
 
2. …………………………………………………………………………………………………. 
 
3. …………………………………………………………………………………………………. 
 
Upaya pemecahan masalah: 
 
1. …………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………… 
 
3. …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………..,…………………… 
Pimpinan Lembaga, 
 
 
 
 
……………………………………. 
Lampiran-lampiran: 
1. Biodata peserta yang mengikuti pelatihan 
2. Biodata pendidik 
3. Bukti-bukti pengeluaran dan kwitansi (pembukuan) 
4. Bukti-bukti setoran pajak 
5. Jadwal kegiatan 
6. Foto-foto kegiatan 
7. Materi pembelajaran 
8. Data peserta yang telah bekerja maupun yang berwirausaha 
9. Lain-lain yang relevan. 
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DAFTAR LULUSAN 
PROGRAM PKH BAGI PEMUDA USIA PRODUKTIF 
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
(dilampirkan pada laporan akhir setelah kegiatan selesai dilaksanakan) 
 
Nama & Alamat Lembaga : 
 
………………..,……….. 
Ketua Penyelenggara 
 
 
      (…………………...) 
N0 NAMA L/P ALAMAT 
PENEMPATAN LULUSAN 
BEKERJA  
(Lokasi) 
MERINTIS USAHA 
(bidang dan lokasi) 
PROSES MENUNGGU 
PENEMPATAN 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
dst.       
 
  
 1 
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MATRIK PENGGUNAAN DANA 
PENYELENGGARAAN PROGRAM  
 
 
No. 
Dana Diterima Penarikan Penggunaan 
No. Penarikan Jumlah (Rp) No. Uraian pengeluaran Banyaknya Jumlah (Rp) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1. Tanggal : 
……………..2010 
Rp. 100.000.000,- 
1 21 Februari 2010 5.000.000,- 1.1 Pembelian ATK 
a. Kertas 
b. Tinta printer 
 
5 rim 
2 buah 
 
200.000,- 
600.000,- 
     1.2 Bahan belajar 40 set 4.800.000,- 
     Sub Total 1  
  2 30 Maret 2010 7.000.000,- 2.1 Honorarium 
Instruktur 
3 orang 2.550.000,- 
     2.2 Setor Pajak PPh 
21 15% (PNS) 
3 orang 450.000,- 
     2.3 Transport WB 40 orang 4.000.000,- 
     Sub Total 2 7.000.000,- 
  3 ………………….. ……………… …… ……………………………. ……………….. …………………… 
     …… ……………………………. ………………... ………………….. 
     Sub Total 3  
   Total Penarikan 12.000.000,- Total Pengeluaran 
(sub total 1 + 2 +…) 
12.000.000,- 
   Sisa 88.000.000,-     
 
…………,……………………2010 
Ketua/Pimpinan Lembaga ………. 
 
 
(…………….……………………….) 
Keterangan: 
1. Baris 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga Baris 2, diisi besar dana bantuan 
sosial yang diterima 
2. Diisi dengan no urut penarikan dari Bank. 
3. Di isi tanggal penarikan dari bank. 
4. Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank 
5. Nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus dilampirkan bukti (kuitansi/nota) 
pengeluaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 
6. Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana. 
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TABEL SATUAN BIAYA PROGRAM PKH BAGI PEMUDA USIA PRODUKTIF  
(ANTISIPASI MORATORIUM TKI) 
 
No. 
Jenis Ketrampilan/ 
Tingkat 
Total Biaya 
(Rp.) 
Biaya Pelatihan 
(Rp.) 
Rincian Bantuan Alat untuk Pemandirian Peserta Didik (Rp.) 
Bantuan Transport 
(Rp.) 
1 Menjahit/Tata Busana 
(Minimal 120 jam) 
2.600.000 1.500.000 Total 900.000 untuk pembelian: 
 Mesin jahit manual 
 Gunting kain 
 Gunting kertas 
 Meteran 
 Pendedel, Jarum tangan, jarum mesin, benang, kertas karbon, 
kapur, pensil, buku untuk mencatat ukuran pola pelanggan, 
penggaris pola, penindih pola 
200.000 
2 Hantaran  
(Minimal 150 jam) 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian: 
 Gunting kecil & sedang 
 Jarum pentul 
 Isolasi besar, kecil dan bolak balik 
 Pita besar, sedang dan kecil 
 Benang wool dan benang jahit 
 Kawat kecil dan sedang 
 Kain, kertas bungkus, kertas kado, dan lem 
 Keranjang/kotak 
 Kain 
200.000 
3 Tata Kecantikan Rambut 
(Minimal 120 jam) 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian: 
 Gunting potong, gunting cacah 
 Kain penutup potong, Jepit, sprayer, dan kaca 
 Sisir blow, sisir potong tulang, sisir keriting (garpu), dan sisir 
200.000 
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No. 
Jenis Ketrampilan/ 
Tingkat 
Total Biaya 
(Rp.) 
Biaya Pelatihan 
(Rp.) 
Rincian Bantuan Alat untuk Pemandirian Peserta Didik (Rp.) 
Bantuan Transport 
(Rp.) 
biasa 
 Patung herbis (rotan) dan herbis sanggul 
 Roto keriting, roll set, kertas keriting, dan sisir cat 
 Mangkuk cat, handuk cat, handuk keriting, cat semir, obat 
keriting dan netralisir, shampoo + conditioner 
4 Tata Kecantikan Kulit  
(Minimal 120 jam) 
2.600.000 1.700.000 Total 700.000 untuk pembelian: 
 Alat pedicure manicure 
 1 set alat kecantikan kulit kepala 
 1 set alat kecantikan wajah 
 1 set bahan kecantikan kulit kepala (shampo, sabun, 
hairtonic dan cream message) 
 1 set bahan  kecantikan wajah (masker, cream masker, oil, 
kapas, dan pembersih wajah dll) 
200.000 
5 Spa (Minimal 120 jam) 2.600.000 1.700.000 Total 700.000 untuk pembelian: 
 message oil, dan essential oil/ aroma therapy kecil 
 burner, candle, lulur/scrub 
 air mawar, dan masker/boreh 
 washlap/handuk kecil 
 handuk besar dan panties 
 kimono dan bodywash 
 cawan dan Waskom 
 kain 
200.000 
6 Tata Rias Pengantin   
(Minimal 120 jam) 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian 
 make up lengkap termasuk kuas lisptik, kuas blash on, spon 
kabur dan padat, kuas  eye liner, kuas alis 
 Sisir sasak dan sisir hairbrush (penghalus sasak) 
 Hairspray dan harnet 
 jepit kecil dan besar, peniti dan jarum 
200.000 
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No. 
Jenis Ketrampilan/ 
Tingkat 
Total Biaya 
(Rp.) 
Biaya Pelatihan 
(Rp.) 
Rincian Bantuan Alat untuk Pemandirian Peserta Didik (Rp.) 
Bantuan Transport 
(Rp.) 
 sanggul dan bando 
 Solet dan Luto (untuk Paes) 
 Kapas, pembersih, pelembab, dan celemek 
7 Refleksi/akupresure 
(Minimal 120 jam) 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian: 
 message oil, lotion tangan, lilin dan garam kaki 
 handuk kepala dan handuk kaki 
 masker dan spray 
 baskom, sikat kaki, dan washlap  
 baju dan celana pasien 
 tensimeter, jam dan timbangan 
200.000 
8 Tata  Boga   
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian: 
 mixer, oven kecil, Loyang, penggorengan, kompor gas, 
cetakan kue 
200.000 
9 Pertanian  dan 
perkebunan 
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
2.600.000 1.600.000 Total 800.000 untuk pembelian: 
 Bibit pertanian/ perkebunan dan pupuk 
 Bahan dan peralatan pendukung sesuai jenis ketrampilan 
yang diusulkan. 
200.000 
10 Perikanan Darat dan Laut 
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
2.600.000 1.400.000 Total 1.000.000 untuk pembelian: 
 Bibit dan makanan ikan darat/laut  
 Bahan dan peralatan pendukung sesuai jenis ketrampilan 
yang diusulkan. 
200.000 
11 Peternakan 
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
2.600.000 1.400.000 Total 1.000.000 untuk pembelian: 
 Bibit ternak   
 Bahan dan peralatan pendukung sesuai jenis ketrampilan 
yang diusulkan. 
200.000 
 
  
 
5 
Pen
didi
kan 
Kec
 
No. 
Jenis Ketrampilan/ 
Tingkat 
Total Biaya 
(Rp.) 
Biaya Pelatihan 
(Rp.) 
Rincian Bantuan Alat untuk Pemandirian Peserta Didik (Rp.) 
Bantuan Transport 
(Rp.) 
12 Pertukangan 
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
2.600.000 1.400.000 Total 1.000.000 untuk pembelian: Bahan dan peralatan 
pertukangan. 
200.000 
13 Kerajinan 
(Minimal 120 jam 
termasuk pendampingan 
usaha) 
2.600.000 1.400.000 Total 1.000.000 untuk pembelian: Bahan dan peralatan 
kerajinan. 
200.000 
Jenis –jenis keterampilan di luar ini dapat diusulkan setelah mendapatkan persetujuan rincian penggunaan anggaran dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 
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